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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setiap perusahaan sebaiknya melaksanakan penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan pedoman yang ada, 

yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 

mencengah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan 

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong 

produktivitas. Berikut adalah kelima dimensi dalam melakukan penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja : 

1. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

2. Penyusunan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja  

3. Pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disusun 

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja 

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja secara berkelanjutan 

Berdasarkan kondisi dan keadaan perusahaan saat ini yang masih 

berskala kecil sehingga memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dana, 

pengetahuan akan SMK3, dan personil berkompeten di bidang K3, terdapat 

beberapa dimensi yang belum dilaksanakan oleh PD. Makmur Sentosa pada 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) : 

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja: 

1.1. Komitmen akan penerapan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja yang masih rendah dari para pekerja 
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1.2. Peran serta yang belum sepenuhnya ditunjukkan oleh para pekerja 

dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, mengingat masih rendahnya 

komitmen para pekerja akan penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja 

2. Dimensi ketiga, yaitu pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan 

kerja yang telah disusun: 

2.1. Belum adanya prosedur dan instruksi kerja yang dibuat secara tertulis 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sehingga para pekerja 

tidak mengetahui secara jelas tujuan dari penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

2.2. PD. Makmur Sentosa belum memiliki upaya dalam menghadapi 

keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan bencana industri 

2.3. PD. Makmur Sentosa juga belum memiliki perencanaan secara jelas 

dan kegiatan pemulihan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja 

dan bencana industri 

3. Dimensi kelima, yaitu Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan : 

3.1. PD. Makmur Sentosa belum melakukan peninjauan ulang dan 

peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut 

ini adalah penerapan yang telah dilaksanakan oleh PD. Makmur Sentosa sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) : 

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja: 

1.1. Menyediakan anggaran dana untuk menanggulangi pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

1.2. Menyediakan fasilitas penunjang K3 berupa perlengkapan yang 

dikenakan para pekerja ketika melakukan proses kerja, seperti sarung 

tangan, kacamata las, buff, masker, dan sepatu safety 
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2. Dimensi kedua, yaitu penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan 

kerja : 

2.1. Adanya tinjauan awal kondisi K3 dari pemilik perusahaan dengan 

cara memastikan perlengkapan penunjang K3 berfungsi dengan baik 

2.2. Adanya pengidentifikasian potensi bahaya dari pemilik dengan cara 

pemantauan langsung kepada para pekerja saat proses kerja 

berlangsung 

2.3. Adanya tindak penilaian dan pengendalian dari pemilik terhadap para 

pekerja dengan melakukan peneguran secara langsung pada saat 

terjadi ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja 

 

5.2 Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada PD. 

Makmur Sentosa berdasarkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) : 

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja: 

1.1. Meningkatkan komitmen akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

para pekerja dengan cara menyosialisasikan dan menjelaskan defisini 

dan tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

kepada para pekerja berdasarkan pedoman yang ada, yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja agar para pekerja dapat mengetahui 

definisi dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan 

penerapannya secara jelas 

1.2. Jika para pekerja telah mengetahui tujuan dari penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara jelas 

dan komitmen para pekerja telah terbangun, maka diharapkan peran 
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serta para pekerja dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meningkat 

2. Dimensi ketiga, yaitu pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan 

kerja yang telah disusun : 

2.1. PD. Makmur Sentosa perlu menyusun prosedur dan instruksi kerja 

khusus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, sebagai contoh : 

peraturan mengenai pemeriksaan fisik karyawan dan peraturan 

mengenai pemeriksaan dan pengendalian mesin-mesin produksi di 

tempat kerja. Dengan diterapkannya peraturan-peraturan tersebut, 

diharapkan risiko akan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

akan menurun 

2.2. Perusahaan perlu melakukan upaya dalam menghadapi keadaan 

darurat dan bencana industri. Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam melakukan upaya menghadapi keadaan darurat 

dan bencana industri, pemilik perusahaan dapat mengikuti seminar 

atau pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 

2.3. Sejalan dengan upaya menghadapi keadaan darurat dan bencana 

industri, pemilik perusahaan dapat mengikuti kegiatan seminar atau 

pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam menyusun perencanaan 

dan kegiatan pemulihan jika terjadi keadaan darurat 

3. Dimensi kelima, yaitu Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan : 

3.1. Dalam melakukan peninjauan ulang, pemilik dapat melakukan 

pencacatan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi dalam waktu 

tertentu (tiap minggu atau tiap bulan). Peningkatan kinerja K3 dapat 

dilakukan dengan cara mengevaluasi catatan kecelakaan kerja yang 

terjadi dan melakukan komunikasi dua arah dengan para pekerja 

setiap akhir bulan atau akhir tahun untuk mengetahui pendapat 

mereka mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

yang ada guna meningkatkan kinerja sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja di masa mendatang 
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Berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak PD. 

Makmur Sentosa berdasarkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh  PD. Makmur Sentosa sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) : 

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja: 

1.1. Anggaran dana yang disediakan perusahaan harus mengikuti 

perkembangan kebutuhan dan kondisi yang diperkirakan akan terjadi 

seiring dengan bertumbuhnya perusahaan 

1.2. Perusahaan harus tetap melakukan penyediaan ulang terhadap 

perlengkapan penunjang K3 sesuai dengan kebutuhan, sebagai contoh 

: penyediaan ulang antara sarung tangan dan sepatu safety berbeda 

karena daya tahan kedua benda tersebut berbeda pula, sehingga 

penyediaan ulang perlengkapan penunjang K3 seharusnya sesuai 

dengan kebutuhan (sarung tangan setiap dua bulan sekali dan sepatu 

safety setiap setahun sekali) 

2. Dimensi penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja : 

2.1. Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap 

dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menimpa para 

pekerja termasuk pemilik itu sendiri sewaktu-waktu 

2.2. Pemantauan langsung kepada para pekerja harus tetap dilakukan juga 

agar pemilik dapat mengetahui kondisi pada proses kerja sehingga 

apabila ditemukan ketidaksesuaian dapat segera ditanggulangi 

2.3. Tindak penilaian dan pengendalian dengan cara peneguran kepada 

para pekerja pada saat ditemukan ketidaksesuaian harus tetap 

dilakukan oleh pemilik untuk menghindarkan para pekerja dari risiko 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, namun tidak lupa pemilik juga 

harus menjelaskan letak kesalahan atau ketidaksesuaian yang 

dilakukan para pekerja agar mereka paham akan kesalahan yang 

mereka lakukan dan dapat belajar dari hal tersebut 
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